BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1719, 2017

KEMEN-KP. Jabatan Fungsional. Pengelola
Produksi  Perikanan  Tangkap. Perhitungan
Kebutuhan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/PERMEN-KP/2017
TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap, perlu mengatur pedoman  perhitungan
kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi
Perikanan Tangkap;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman
Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola

Produksi Perikanan Tangkap;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5949);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
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Menetapkan

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 271);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 977);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP.

Pasal 1
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap merupakan acuan

dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
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Produksi Perikanan Tangkap di lingkungan Instansi Pusat dan

Instansi Daerah.

Pasal 2
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengelola  Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.
Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERTKANAN
NOMOR 55/PERMEN-KP/2017

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN
TANGKAP

BAB1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 37 ayvat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Menteri
Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina diberikan
kewenangan untuk mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap digunakan oleh Instansi Pusat dan Instansi
Daerah untuk menghitung kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dengan berdasarkan beban kerja
yang ditentukan dari indikator antara lain:

1.  Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
2. potensi sumber daya ikan; dan

3. jumlah pelaku usaha perikanan tangkap.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, yaitu untuk
mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap sesuai dengan beban kerja yang dapat
dilaksariakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta
memungkinkan pencapaian jumlah Angka Kredit yang ditentukan
untuk kenaikan jabatan/pangkat.

2. Tujuan penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; yaitu untuk
memberikan acuan bagi [nstansi Pusat dan Instansi Daerah dalam
melakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap:
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C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengar:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
Negara Indonesia yang menienuhi syarat tertenti, diangkat sebagai
pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional Pengelola Produiksi Perikanan Tangkap adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan
produksi perikanan tangkap.

3. Pengelola Produksi Perikanan Tangkdp adalah PNS yang diberikan
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan
kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap sesuai dengan
peraturan pernndang-undangan.

4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap adalah jumlalh dan jenjang Jabatan Fungsional Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap yvang diperlukan oleh suatu unit kerja
yang memiliki ruang lingkup terkait pengelolaan produksi perikanan
tangkap agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam
jangka waktu tertentu.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan danjfatao
akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh
Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dalam
rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

7. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit
minimal yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap sebagai salah satu syarat kenaikan
pangkat dan jabatan.

8. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif* digunakan

untuk menyelesaikan tugas pokok.
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Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat
daeralh kabupaten/kota vyang meliputi sekretariat daeral,
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah; dan
lembaga teknis daeral.
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BAB 1L
TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

A.  Umum

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelela Produksi
Perikanan Tangkap melalii pengangkatan pertama, perpindahan dari
jabatan lain, dan penyesuaian/inpassing, dilakukan karena kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Ferikanan Tangkap dapat terjadi
karena kebutubhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap yang belum terisi, yang disebabkan karena perpindahan,
pemberhentian dari jabatan, adanya peningkatan volume beban kerja, dan
pembentukan unit kerja baiu.

Kebutuhan dJabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah disusun berdasarkan
analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan
antara beban kerja dengan jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Produksi
Perikanan Tangkap yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas
pokoknya.

B. Tahapan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi

Perikanan Tangkap
Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi

Perikanan Tangkap dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di Instansi Pusat dan Instansi

Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang ada pada Instansi Posat
dan Instansi Daeral;

2. menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan pada masing-
masing jenjang jabatan dan nilai Angka Kredit untuk masing-masing
uraian kegiatan, yang besaran Angka Kredit tersebut telah
mencerminkan standar Jam Kerja Bfektif' yang diperlukan untuk
menyelesaikan setiap uraian kegiatan;

3. menghitung waktu penyelesaian uraian kegiatan (Wpk), dengan cara
membagi Angka Kredit uraian kegiatan (Aku) masing-masing dengan

www.peraturan.go.id



2017, No.1719

konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan
standar Jam Kerja Efektif, atau dengan menggunakan rumus sebagai
berikuit:

Aku

Wpk =

Keterangan:

Wpk= Waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Aku = Angka Kredit uraian kegiatan.

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan

standarr Jam Kerja Efektif.

untuk menghitung konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan

berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, perlu diketalwii terlebih

dahulu besaran Angka Kredit tambahan (Akt) nntuk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:

a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda Tingkat 1, golengan ruang [II/b, dengan
Angka Kredit Kumulatif 150, untuk dapat naik jenjang Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat Penata,
golongan ruang Il/¢ hairus mencapai Angka Kredit Kamuolatif
200, sehingga diperhikan Akt sebanyak 50;

b.  Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan Angka Kredit

Kumulatif' 300, unfuk dapat naik jenjang Pengelola Produksi

Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina,

golongan ruang IV/a harus mencapai Angka Kredit Kumulatif

400, sehingga diperlukan Akt sebanyak 100;

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya,

@

pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dengan
Angka Kredit Kumulatif 700, untuk dapat naik jenjang Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama, pangkat
Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d harus mencapai
Angka Kredit Kumulatif 850, sehingga diperlukan Akt sebanyak
150;

d. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama,
pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang 1V/d dengan
Angka Kredit Kumulatif 850, untuk dapat naik pangkat menjadi
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Pembina Utama, golongan ruang IV/e harus miencapai Angka
Kredit Kumulatif 1.030, sehingga diperlukan Akt sebanyak 200.

Berdasarkan besaran Akt untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau
pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dihitung Kt untuk masing-
masing jenjang jabatan dengan cara:

Akt untuk setiap kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat, dibagi
hasil perkalian antara standar Jam Kerja Efektif (1.230 jam) dengan
masa kerja dalam pangkat 4 tahun, atau dengan menggunakar

rumus sebagai berikut:
Kt = Akt : (1.250 x 4)

Keterangan:

Kt = Konstanta masing-masing jenjang jabatan per jam efektif
dalam 1 (satu) tahun.

Akt = Angka Kredit tambahan uantok setiap kenaikan jabatan
dan fatau pangkat.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

4 = Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun.

Dengan demikian, Kt untuk Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

adalah sebagai berikut:

a. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat
1(II/b) =50 :(1.250 x 4) = 0,01,

b.  Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda, pangkat
Penata (I11/¢) sampai dengan Penata Tingkat 1 (IIl/d) per jenjang =
100 : {1.250 x 4) =0,02;

c. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya,
pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda
(IV/c) = 180 : (1.250 x 4) = 0,03; dan

d. [Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama,
pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina
Utama (IV/e) = 200 : (1.250 x 4) = 0,04.
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5. menghituing volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang
Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dalam 1
(satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-masing uraian
kegiatan Dberdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan
dari Instansi Pusat dan Instansi Daerali;

6. menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing uraian
kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi
Perikanan Tangkap dengan cara mengalikan Wpk dengan V masing-
masing uraian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, atau dengan mienggunakan

rumus sebagai berikut:
Wpo = Wpk x V
Keterangan:

Wpv = Waktu penyelesaian volunie masing-masing traian kegiatan
dalam 1 (satu) tabun.

Wpk
AY

Waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Volume masing-masing uraian Kegiatan dalam 1 (satu)

talnar.

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi
Perikanan Tangkap

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka dapat dihitung
kebutuhan jabatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap. Cara penghitungan kebutuhan jabatan
untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap, yaita dengan menjumlabkan seluruh waktu penyelesaian
volume kegiatan dalam 1 (satu) talnin (Wpy) dibagi jumlah standar Jam
Kerja Efektif per tahun, atau dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:

2Wpv
Kebutuhan P3T =
1.250
Keterangan:
Kebutuhan P3T = Jumlah Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan
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untuk nielaksanakan selurtih kegiatan pengelolaan
produksi perikanan tangkap pada uanit ketja.

IWpv = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam
1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

1.230 = StandardJam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

Contoh penghitungan kebutuhan untuk setiap jenjang Jabatan

Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana

tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.
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Tabel 1. Contoh penghitiingan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi
Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama

WAKTI WAKTT]
S ANGHA KONS- | PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN PENYELESAI-
UNSUR SUBTINSUR gms%% KREDIT | TANTA BUTIR DALAM | (SATT) AN VOLUME
N - * " lAkD] (Kt} KEGIATAN TAHTIN “I{V) KEGIATAN
(Wpki Wpvl
2 ai 4 5. 6 ¥ = 5/& 8 9=7x8
PENGE L | Melaksanakan | 1 | Menyusun rencana kegiatan 0,15 0,01 15 | 1 | Rencana 15
LOTAAN persiapan pengelolaan  produksi  perikanan Talmman.
gm perigelolaan tangkap talinnansebagai anggota
TANGKAP produlksi
petikanart 2 | Menyiapkan bahan penyusunan
tangkap rencana kerja kegiatan pengelolaan
produksi perikanar tangkap
4. | Bulanan: 0,02 0,01 2| 12 | Rencana 24
Menyusun  rencana  kerja hulanan
sebagal anggota
. | Tahunan:
1) | Melakukan pengumpilan | 005 | 001 5 1 | Data 5
data
2) | Melakukan pengolahan | 0.03 | 0.01 3 1 | Data 3
| | data
3 | Melakukan persiapan/perencanaan
_kegiatan di bidang:
a. | pengelolaan Sumber Daya [kan | 0,025 0,01 2.5 1 | Dokumen 2.3
(SDI) persiapan/
perencanaart
kegiatan
b. | kapal perikanan dan alat | 0.025 0.01 2.5 1 | Dokumen 2.5
penangkapan ikan persiapan/
perencanaarn
kegiatan
<, | pengelolaan pelabuban | 0,025 0,01 2,5 1 | Dokumen’ 2,5
perikanan persiapan/
persnicanaan
d. | pengendalian penangkapan | 0.025 0.01 2.5 1 | Dokumen 235
ikan persiapan/
perencanaan
L kegiatan
e, | kenelayanan 0,025 0,01 2.5 1 | Dokumen 25
persiapany
perencaraan
kegiatan
2 | Melaksanakan | 1 | Melakukan  verifikasi. validasi,
analisis status pengolahan, dan  analisis  data
dan peng- dalam  rangka pengelolaan SDI
alokasian SDL melatut:
a, | log book penangkapan ikan 0,15 0,01 15 | 300 | Laporan 4.500.
hasil
péngelalm
dan analisis
b, | observer 0,15 0,01 15 | 300 | Laporan 4.500
hasil
pengplahan
dan analisis
¢ | Catch Documentation Scheme 06:15 0.01 15 | 300 | Laporan 4.500
(cDS) hasil
pengolahan
2 | Melaksanalean pemuliban  SDI
melalu:
a, | implementasi indikator 0,05 0,01 5 | 200 | Laporan 1.000
Bcosystem Approach 0 hasil
Fisheries Management (EAFM) i plementasi
di ekosistem perairan
pedalaman
b. | implementasi indikator EAFM 0,1 0,01 10 | 200 | Laporan 2,000
di laut teriforial dan perairan hasil
kepulauan implementasi
3 | Melaksanakan kerja samea 0.03 .01 3 | 200 | Laporan 600
pengelolaan. SO dalam  forum hasil
pendaftaran kapal ikan Indonesia ke pendaftaran
dndian  Oceen  Tuna Commission
(IOTC) / Commmiissior Jfor :
C i of Soutk Bluefin
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- 10 -
WAKTH WAKTTI
anGiy | KONS- | PENYELESAIAN | VGLUME KEGIATAN | PENYELESAL
no | unsur SUBTINSUR MSmgﬁm KREDIT | TANTA BUTIR DALAM (SATU) AN VOLUME
: ; b 7 Ak (i) KEGIATAN TAHUN “(V) KEGIATAN
(Wpk) (Wpw),
1 4 3 4 & 6 H=5/6 8 G=7x8
Tuna (CCSBT)/ Western ‘and Central
Pavific Fisheries Commission
(WCPFE)
4 | Melaksanakan PenylUSIIAD (e8] 0.01 10 | 200 | Laporan 2.000
produktifitas kapal pedkanan
3 | Melaksanakan | 1 | Menyusun telaah teknis kebijakan 0,02 0,01 2 12 | Dokumen’ 24
aralisis penangkapan  ikan dil  ekosistem telaah eknis
pemanfaatan’ perairan pedalaman dan. perairan
SDI wman davatan herdasarkan
Berkelanjutan pengguriaan alat penangkapan ikan
2 | Melaksanalkan penyusunan
rekomendasi tekis wimtuk:
a. | mesin bantu penangkapan ikan 045 0.01 15 | 20 | Naskah 300
Rekomendasi
teknis
b, | alat bantu pentangkapan ikan | 0,05 0,01 5 | 20 | Naskal 100
' rekomendasi
c. | penethitan  sertifikal  awak 0,02 0,01 2 20 | Naskalr 40
kapal perikanan rekomendasi
d. | penembitan sertifikat kelaikan 0.05 0,01 5 20 | Naskal 100
penanganan dar penvimpanan rekomendasi
ikan
€. | penerbitan kartu nelayan 0.015 0.01 1,5 20 | Naskah 30
rekonrendasi
fo | peningkatan kompetensi 0,03 0,01 bl 20 | Naskah 60
nelayan Rekomendasi
3 | Melakukan pemeriksaan doknmen 001 0:01 1 20 | Rekomendasi 20
untuk pemeriksaan kapal perikanan
dan alat penangkapan ikan dalam
rvangka penetbitan  Sorat  Izin
Penemglkapan [kan (SIPl) dan Surat
Jzin RKapal Penganglaat Ikan (STKPI)
4 | Menyusun konsep kerangka acuan 6.02 0.01 2 5 | Konsep: 10
kerfa  di ‘bidang pengendalian kerangka
penzangkapan ikan acrnan kerja
4 | Melaksanakan | 1 | Melakukan  identifikasi dalam 0,15 0,01 15 | 25 | Laporan 375
analisis rangka penataan sentra melayarn hasil
dukungan identifilasi
usaha
5 | Melaksanakan | 1 | Melakukan evaluasi di bidang
evalnasi dan pengelolaan pelabuhan perikanan:
pelaporan a, | pemeriksaan kelengkapan 0,05 0,01 5 1 | Laporan 35
dokumen kapal perilkanan )
3., | penerbitan Surat Tanda Buku 0,05 0,01 5 1 | Laporan 5
Lapor  Kedatangan Kapal
Perikanan (STBLKK)
¢, | penerbitan’ Surat Tanda Bukt 0,05 0,01 K 1 | Laporan E
Lapor Keberangkatan Kapal
Perikanan (STBLKK)
d. | pelaksanaan enty data melalni 0,05 0,01 5 1 | Laporan 5
sistem Pusat Informasi
Pelabiihan Perikanan (FIPE)
£, | penggunaan lahan dan fasilitas 0,05 0,01 B 1 | Laporan 5
2 | Melakukan sapervisi di' bidang,
pengelolaan pelabulian perikanan:
a, | pengusahaan dan pelayanan di 0,05 0,01 5 1 | Laporan 5
pelabuhan perikanan supervisi
L. | penerapan  sistem  informasi || 0.05 | 001 5 1 | Laporan 5
dan. penguatan keterpaduan SUpPeTvisi
pelabuhan perikanan
TWpv 20.233,5
Jumlah Formasi P3T (YWpv/1.250) 16,20
Pembulatan 16 P3T
Pertama/
Anli
Pertama

www.peraturan.go.id
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Keterangan:

*|  Uraian kegiatan dan besarnya Angka Kredit (Akb) untuk Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Pertama/Ahli Pertama diambil darr Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dafi Reformasi Birokrasi Nomior 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produiksi
Perikanan Tarigkap

**) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang

dilaksanakan
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Tabel 2. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Prodiuksi Perikanan
Tangkap Mudaj/Ahli Muda

URAIAN KEGITN | ANokA | yoms | PENELE | VOLUME | FENWLE
NGO UNSUR SUB UNSUR (DITENTUKAN BERDASARKAN KREDIT | TANTA 2 - - Aal s
UNSUR UTAMA) ' Uity | ome | L DOAR | LSATUITAHUN | VOLUME
- KEGIAT vy KEGIATAN
AN (Wpk) (Wpv)
1 ¥ K] # 5 6 7= 516 8 9=7x8
1 | PENGELO 1 | Melaksana- 1| Menvusan rencana kegiatan 0.3 0.02 L5 1 | Rencana 15
LAAN kan pengelolaan produksi Tahuran
PROLUKSI persiapan perikanan fangkap talronan
PERIKAN- pengelolaan sebagai anggota
AN 5 prodlsi 2| Menviapkan bahan
TANGEAR pedleonan penyusunan rencaria kerja
tanghkap kegiatan pengelolaan
produksi perikanan tangkap
a, Bulanan: 0.04 0.02 2 12 | Rencana 24
Menvusun rencana bulanan
kerja sebagai ketua
b Triwiilan : 0,02 0,02 1 4 | Rencana 4
Menyusun.  reficana “Triwnilan,
Ierja sebagai anggata
9 | Melaksana- 1| Melaksanakan penyusunan 0,2 0,02 10 5 | Konsep 50
kan analisis konsep profil untuk tematik profil
status  dan peraitan pedalaman
pengalokasy: | 2| Melaksanakan identifikasi
an SDI dalam rangka pengelolaan
SDI:
a | kondisi  ckosistem D2 | 002 [ 30 | Laporan 200
perairan pedalaman hasil
iderrtifik
asi
b Ieondisi habital 0.2 0,02 1o 20 | Laporan 200
penting SDI di laul hasil
teritorial dan perairan ‘identifile
legpulanan asi
3| Menyusun kopisep pedoman 0,1 0,02 5 10 | Komnsep 50
telenis pelaksanaan ‘pedoman
penebaran ilkan
4| Menyiapkan materi dan 02 0,02 LO LO | Komsep 106G
keikutsertaan dalam materi
perfemnan orgarisasi dan
pengelolaan perikanan laporan
regional/ Regional Fisheries Teeikut
Management  Organizdions sertaan
(RFMO), berupa pertemuan
tahunan, weorking group
meeting, dan setentific
committee
3 | Melaksana- 1| Memyusun telaahan teknis 0.2 0.02 LO 20 | Dokume 200
kan analisis kebijakan usin n telaah
pemanfaatan penangkapan ikan di teknis
SDI perairant pedalaman  dan
herkelan- perairan umum daratan
jutan 2| Melaksanakan penyusunan
rekomendasi teknis nntule:
a, kapal perikanan 0.2 0.02 LO 20 | Naskah 200
Rekomen
dasi
teknis
b, | mesin ‘indulk Ilkapal 0,2 0,02 L0 20 | Naskah 200
perilcanan Rekomen
dasi
teknis
¢, | instalasi sistem 0.2 0,02 10 20 | Naskah 200
refrigerasi leapzl Rekomen
perikanan ‘dasi
teknis
d. design alat 0.2 0,02 Lo 20 | Naskah 200
penangkapan ikan rekomen
dasi
desigrn
e, pengawakan leapal 0,04 0,02 z 20 | Naskah 40
perileanan rekomen
das1
f. | penerhitan buki [ 0,02 5 300 | Naskah L.500
kapal perikanan rekotien
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WAKTU WAKTU
URAIAN KPGIATAN | ANGEA | xoms- | PG | oo baran | SATAN
UNSUR SUB UNSUR (DITENTUKAN BERDASARKAN | KREDIT | TANTA BUTIR | (SATUTARUN VOLUME
UNSUR UTAMA] " “ (akb) (®1) . SR s
= KEGIAT (1)) KEGIATAN
AN (Wpk) (Wpv)
2 3 4 5 & 7=i56 8 9=7r 8
dast
3| Melakulean supervisi:
a. | inspeksi 0,1 0,02 5 3.000 | Laporan 10,000
pembongkaran ikan supeivisi
b. | penerapan Cara 0,1 0,02 5 2,000 | Laporan 10,000
Penanganan Ikan supervisi
yang Baik (CPIB]
¢, | penmerbitan Sertifikal 0.1 06.02 5 2,000 | Laporan 10.000
Hasil Tangkapan [kan supervisi
(SHTT)
4| Melakukan penyusunan
rekomendasi usaha
penangkapan ikan untuk:
a. | alokasi kapal (S8 0.02 5 20 | Rekomen 100:
perikanan dan alal dasi
penangkapan ikan
b. | peringatan, 0.04 | 0,02 Z 20, | Rekomen 40
‘pembekuan, dan ‘dasi
pencabutan perizifian
usaha ‘perikanan
tangkap
5| Melakulcan penyusunan
rancangan persetujuan;
a. | alokasi Sural [zin 0,02 0,02 1 2,000 | Konsep 2,000
Usalia Perilianian ‘per-
(SIUR) setujiuan
b, | SIPT/SIKPI 0,02 0,02 1 200 | Kousep 500
SIPI/
SIKPT
[ Surat Izin 0,02 0,02 1 2.000 | Koasep 2.000
Pemasangan Rumpoa SIER
(SIPR)
6| Melaknkan PENyUSINAn 0,02 0,02 1 250 | Rekomen 250
rekomendasi Tiasil dasi
pemeriksaan fisik Ikapal
perikanan dan' alat
penangkapan ikan wuntuk
penerbitan SIPT dan SIKFI
4 | Melaksana- 1| Melaksanakan penilaian 0,1 0,02 B 2,000 | Laporan 10,000
kan analisis performarie alat penilaian
dukungan penangkapan ikan
usghia 2| Melaksanakan pengawasan 0,1 0,02 5 23 | Laporan 115
{’e anan konstriiksi  pembangunan kegiatan
angkap atau pengembangan pengend
pelabuban perikanan dalam alian
rangka pengendalian sesuead
dengan standar pengelolaan
pelabuhan perikanan
3| Melakukan analisis nntuk:
a. | kebutuhan 0.l 0,02 5 1 | Laporan 5
‘perlindungan analisis
Ieselam atan nelayan
b | diversifilasi usahg 0,1 0,02 5 1 | Laporan 5
keluarga nelayan analisis
5 | Melaksana- 1| Melakukan penyusunan a2 .02 Lo 2,000 | Konsep 20,000
kan evalivasi ranicangan persetnjuan dakumen
dan SIUP suzat izin
pelapotan (e Tataan evaldas]
pelaksanaan!
a. | pemeriksagn  teknis 0,1 0,02 5 1 | Laporan 5
dan  naubs  lapal
perileanan, alat
penangkapan’  ikan,
serta alat  bantu
penangkapan ikan

www.peraturan.go.id



2017, No.1719 s

-14 -
WAKTU WAKTU
RN ERGRTAY ANGEA. | xows. | "'Genen | xpoiATAN DATAN | | SHIAN.
NO UNSUR SUB UNSUR (DITENTUKAN BERDASARKAN | KREDIT | TANTA BUTIR SATUY TARON VOLUME
UNSUR UTAMA) “akb) | () B 1 (SATU) TAR O
= ) KEGIAT ) KEGIATAN
AN (Wpk) (Wpv)
v 2 3 4 5 & T RS/E 8 9=7x8
b, | pemanduan Lkapal 0,1 0,02 5 1 | Laporan 5
perikanan
¢, | penanggulangan 0.l 0,02 5 1 | Laporan 53
‘pencemaran dan
pemadaman
kebakaran
d. | leinerja operasional 0,1 0,02 3 1 | Laporan B
pelabuhan perikanan
e, | penerapan CPIB di 0,1 0,02 5 1 | Laporan 5
pelabuhan perikanan
3| Melakukan supervisi di 0.l 0,02 B 1 | Laporan 5
bidang, perizinan perikanan supeivisi
tangkap ’
4| Melakukan ‘sopervisi di
bidang:
a pembangunan dan o 0.02 5 1 | Laporat b}
pengembangan supervisi
pelabithan perikanan
b, | pengendalian dan 0,1 0,02 5 1 | Laporan 5
pengelolaan  dampak supeivisi
Imgkiingan i
pelabuhan petikanary
¢, | pelaksanaan 0.1 0,02 5 1 | Laporan B
kegyahbandaran  di ‘supervist
pelabuhan perikanarn
5| Melakulcan penyusunan 0,2 0,02 Lo 1 | Materi 10
materi pembangunan zona pembang
mtegritas,  Wilayah Bebas unan
Korupst (WBK)/Wilayah zona
Birckrasi Bersih Melayant imtegrita
(WBBM) s (WBK
/WBBEM)
IWpv 67.953
Jumlalt Formasi P3T 54,36
(SWpv/1.250)
Pembulatan 54 P3T &hli
Muida

Keterangan:

*] Uraian' kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Muda/Ahli Muda diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap

) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang
dilaksanakarn
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Tabel 3. Contoh penghitungan kebutuban Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap Madya/Ahli Madya

WAKTU WAKTUO
_ URAIAN KEGIATAN mora | goms: | PEUTRE KBAATA "SR
NG UNSUR SUB UNSUR (DITENTUKAN BERDASARKAN | KREDIT# | TANTA . b g
GNSTR e ! (akh) (0 BUTIR | DALAM 1 (SATU) | VOLUME
“ KEGIAT: TAHUN “{V) KEGIATAN
AN (Wpk) (Wpv)
L 2 3 P | & 6 | r=s5t6 | 8 | s=rxs
1 | PENGELOLAAN Melaksana- 1 Menyusun rencana 0,45 0,03 15 1 | Rencana L5
PRODUEKS] lean persiapan kegiatan penge lolaan Tahunan'
iﬁmﬂ pengelolaan produksi perikanan
o produksi tangkap tahunan sebagai
perikanan _anggota
tangkap 2 Menyiapkan balian
penyusunan rencana kerja
Jkegiatan pengelolaan
produksi perikanan
tangkap
a, Trwulan
1) Menyusun 0,03 0,03 1 4 | Rencana L5
rencana  kerja Torwulan
sebagal ketua
2) Menganalisa 0,03 0,03 L 4 | data 4
data dan
b, | Tahunan
1) Menyusun 0,15 0,03 5 1 | Rencana 5
rencana  kerja Tahunan
sebagai
anggota
2) Menganalisa 0.06 0:.03 2 1 | Data 2
data dan
Melaksaria- L | Melaksanakan penyusumnan 0.45 0,02 15 20 | Konsep 300
kan  analisi® konsep:  profil  keragaan profile
‘sratus dan perikanan.  tangkep  di
‘pengalokasian Wilayah Pengelolaan
8DI Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPENRT)
2 | Melaksanakan penyusunan
konsep materi tsknis dalam:
Tangka:
a. | rapat lkerja leknis 0,45 0,03 15 1 | Konsep 15
petugas data log book: materi
penanglkapan ikan telemis
b. | rapat lkerja teknis 0.45 0,03 15 1 | Konsep 553
observerdi atas kapal materi
pefiangkap ikam tekiis
3 | Melaksanakan identifikasi:
a. | skala prioritas lokasi 0,75 0,03 25 1 | Laporan 35
pengelolaan SDI hasil
iderititik
asi
b | skala prioritas lokasi 0.75 003 25 1 | Laporan: 25
pengelolaan SDI  di hasil
laut teritorial dan identifile
perdiran kepulanan asi
4 | Melaksanakan penyusunarn
pedoman teknis;
4, | pembuatan  rumah 0,45 0,03 15 1 | Konsep 15
ikan pedoman
b, | lag book: 6.45 0.03 5 1 | Konsep 5
penangkapan ikan pedoman
¢, | pengelolaan  Tumah 0,45 0,03 15 1 | Konsep L5
ikan' pedoman
d. | observerdi atas kapal 0:45 0,03 15 1 | Konsep (s
penanglkap ikan pedoman
5 | Melakukan — penyusunan 0,45 0,03 15 20. | Konsep 360
koosep pelnang  alokasi
usalig perikanan tangkap
| di WPENRI
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WAKTY WAKTU
B URAIA KBOWTAN | avexa | ot | FENVELE- | VOLONT | FENYGLE
No UNSUR SUB UNSUR (DITENTUKAN BERDASARKAN | EREDIT+ | TANTA R e (SATD) Bl
ESUR- UM ey ® ) gEGiat TAHUT (V) KEGIATAN
AN (Wpk) (Wpv)
1 2 | 3 | + el 9 P | a=zes |
6 | Melakukan  perryustnan 0,45 0,03 15 20 | Rekomen 300
rekomendasi peluang, dasi

alokasi usaha

penangkapan ‘ikan pusat

dan daerah i

3 | Melaksana- I | Melaksanakan penyusunan 0.09 0:03 3 1 | Naskah 3
kan analisis rekomendasi teknis urntuk Rekomen
pemanfaatan penerbitan sertifikat dasi
SD1 Tembaga kompetensi -awak
herkelanjiutan kapal perikanan |
2 | Melakukan — petiyusunan 0,45 0,03 15 1 | Rekomen: 15
tekomendasi  ntensitfikasi dasi

pungutan pengusahaan

perikanan. dan pungutan

hasil perikanan

3 | Melakukan  kajian di 0.06 003 2 20 | Laporan 40 |
bidang pengendalian Kajian

penangkapan ilkan

4 | Melaksana- I | Menyusun rancangan 03 003 jilod 1 | Kousep 10
kan analisis pembentukan kelembagaan
dukungsn pengelolaan SO di setiap
usaha WPPNRI
perikanan 2 | Menyusun rencarda ©.09 0.03 3 1 | Konsep 3 |
tanglcap pembangunan dan

pengembangan pelabuhan

perikanan

3 | Melaksanakan pembuatan
profotype:
a. | kapal perikanan G.75 0.03 25 1 | Prototype 25
kapal
perikan
an

b, | alatpenangkapan 0,75 0.03 25 1 | Prototype 25
ikan alat

penang
kapan
ikan

4 | Menyusun kerangka acuan

kerja antuk!

a, | studi kelayakan .06 0.03 2 20 | Dokumen, 40
pembangunan  dan kerangka
pengembangan acuan
pelabuhan perikanan kerja

b, | kajian rencana mduk 0,06 0.03 2 20 | Doknmen 40
pembangunan  dan kerangka
pengembangan N
pelabuhan perikanan kerja

¢, | kajian desaim rinci 0,06 0,03 Z 20 | Doknmen 40
(detail desigr) kerangka
pembangunan  dan acuan
pengembangan kerja
pelabuhan perikanan

d. | pengawasan 0,06 0,03 2 20. | Dokimen 40.
pembangunan  atau kerangka
pengembangan agnan;
pelabuban perilzanan kerja

2. | kajian  pengelolaan 0.06 003 2 20 | Doknmen 40 |
dann  pengembangan kerangka
informasi pelabulian acuan
perikenan kerja

£ | pengembangan @06 003 2 20 | Dokumen, 40
sistem perizinan kerangka
perikanan tangkap acuan

kerja

g. | studipenataan sentra 0,06 0,03 2 20 | Dokumen 40
nelayan kerangka

acuan
kerja

L., | rencana ‘nduk 0,06 0,03 2 20 | Dokumen! 40
penataan sentra keranglka
nelayan acuar.

kerja
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WAKTU WAKTU
URAA KBOWTAN | avexa | o | FENELE- | VOLONT | FENYGLE
UNSUR SUB UNSUR (DITENTUKAN BERDASARKAN m:g;lm« TANTA R e (SATD) Bl
ORSUR UTAMAY 1 B geaaT TAEUN “I(V) KEGIATAN
AN (Wpk) (Wpv)
g Vo] : i s e s g IR,
i desain Tinci  (detail 0,06 0,03 ) 20 | Doknmen| 40
design) penataan kerangka
sentra nelayan acuan
kerja
5 | Melaksanakan studi 0.75 D03 25 1 | Laporan. 05
Jkelayakan: pembangunan studi:
dan pengembangan kelayak
pelabuban perikanan an
6 | Melaksanakan kajian
dalam rangka penyusunan;
a, desain ringi 0.75 D03 25 1 | Laporan. a5
pembangunan dan hagil
pengembangan kajian
pelabuhan perikanan
b. | pengelolaan dan 0,75 0,03 25 1 | Laporan 25
informasi  pelabuhan kajian
perikanan
7 | Melakukan peuyusunan G.06 0.03 2 1 | Rekome 2
dokirmen pelaksanaan ndasi
pembangunan atai
pengembangan  pelabubian
8 | Melakukan kegratan 0,45 0,03 15 1 | Laporan i
pengendalian  pelaksanaan kegiatan
Ppembangunan dan pengend
‘pengembrangan pelabuhan alian
‘perikanan’ sesual  dengan
standar pengelolaan
9 | Menyusun sistem 0.45 0,03 15 1 | Laporan 15
manajemen outu tata
operasional pelabutian
perikanan berbasis standar
nasional atau internasional
10 | Melakukan Lkegaatan
analisis:
a, | perlindungan usaha .45 0.03 15 1 | Laporan L5
nelayan analisis .
b, | pemanfaatan aset 0,45 0,03 15 1 | Laporan 15
nelayan dalam analists:
rangka ‘penguatan
usaba nelayan’
¢, | pendanaan usaha 0.45 0,03 15 1 | Laporan 5
nelayan melaltii analisis!
lembaga keliangan
d. | manfaat kerja samea/ 0,45 0,03 15 1 | Laporan LS
kemitraan usaha analisis:
nelayarn
=, | nilai ekonomi 0.45 003 15 1 | Laporan 15
pelabuhan perikanan analisis
5 | Melaksana- | | | Melakukan evaluasi;
ﬁpeﬁﬁ a. | pemeibitan  SIUF) 0.15 0,05 5 | 1/000 | Laporan 5.000
SIPI/ SIKPT/SIPR /pe
meriksaan fisile kapal
perikenan dan calar
penangkapan
ikan /punigutan.
perikanan
b | alokasi kapal 0.15 003 5 1 | Laporamn 3
perikanau  dan alat
penangkapan ikan
¢, | kegiatan usaha 0.15 0,03 5 1 | Laporan 5
perikanan  tangkap
atan penangkapan
ikan atau
pengangkitan ikan
2 | Melakukan evaliasi
pelaksanaari
a, | penerbitan Surat 0,15 0,03 3 200 | Laporai 1,000
Persetujuan Berlayar
(SPB) di pelabuban
perikanat
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WAETY WARTG
PENYELE- VOLUME PENYELE:
SAIAN KEGIATAN SATAN
BUTIR DALAK 1 (SATO) VOLUME
KEGIAT TAHUN “I(V) EEGIATAN

AN (Wpk) (Wpv)

o URAIAN KEGIATAN awcKA | KONS:
b/} UNSUR SUB UNSUR (DITENTUKAN BERDASARKAN | EREDIT® | TANTA
UNSUR UTAMA) " [AkD) (Kt)

1| > 5 \ + s = e 8 | e=zes |
b. | pengesahan 0.15 0,03 1.000
Perjanjian KerjaLaut
(PKT) |
¢. | penerbjtan SHTT di 0,15 0,03 =] 200 | Laporan 1,000
pelabuhan perilcanan

., | kesiapan 0,2 0.03 10 200 | Laporam' 2,000
pelaksanaan
penerapan Part State
Meuasure (PSM)
3 | Melakukan Peuyusunan
materi teknis / kajian
‘teknis /panduan
‘teknis /pedoman

teknis /naskah

akademis /profil/petafsaksi
ahli di bidang:

a, | pengelolaan SDL 0,45 0,03 15 1 | Materi 15

Gt
g
E
g
B

b, | pengendalian 0,45 0,03 15 1 | Materi 15
penangkapan ikan tekis/

¢, | pengelolaan 0,45 0,03 15 1 | Materi L5
pelabuhan perikanan teknis/

d. | kenelayanan 0,45 0,03 15 1 | Materi 5

peta/
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WAKTU WAKTU

URAIAN KOGIATAN | awexa | Eows | ENVELB- | VOLOME | pENVELE

NG UNSUR SUB UNSUR (DITENTUKAN BERDASARICAN EREDIT ™ TANTA BUTIR: D ALAJ'M 1 (SATD) VOLUME

i A Ak it N

HSUR-UTANAY 1 B geaaT TAEUN “I(V) KEGIATAN

AN (Wpk) (Wpv)
e = 5 e e e B0

e. | kapal perikanan, alat 0,45 0,03 15 1 | Materi 15,
penangkapan  {kan, telenis/
dan  awzk  kapal kajian
perikanan ‘ telenis /

panduan
teleriis ]
pedomart
teknis/
naskah
mis/
profil/
petaf
caksi
ahli
4 | Melakukan pendampimgan:

4. | penyusunan Wilayah .45 0.03 15 1 | Laporan L5
Kerja dan perdamy
Pengoperasian pingan
Pelabuhan Perikanan
(WKOPP)

b. | perencanaan .45 0.03 15 1 | Laporan L5
pembangunan dan pendam
pengembangan pingan
pelabuhan perikanan

STWpv 11,898

Jomlah Formasi PAT 9,48

(FWpv/1:250)

Pembulatan 9 P3T Ahli
Madya

Keterangan:

L Uraian kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pengelola Preduksi Perikanan Tangkap
Macdya/Ahli Madya diambil darl Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara can
Reformasi Birokrasi Nomor @ Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap

*| Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang
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Tabel 4. Contoh penghitungan kebutithan Jabatan Fungsional Pengelola Prodiiksi
Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama

i . i ) ANGKA KONS- PENYELE: KEGIATAN ¢
wo| o | s | gecessemmoven | meh | S| SR D | s
i T (Akb) (K8} KEGIATAW (SATU) TAHUN
Wik) ") KBGIATAN
__(Wpy)
i < e 7 5 & || T 4 9=rxd
1 | PENGELQLA- 1 Melakgana- L | Menyusun  rencana  kegiatan 06 Q.04 15 | 12 | Rencana 180
AN FRODITKST kan pengelolaan produksi perikanan Tahtinan
ﬁfi‘;?““m persiapan tangkap tahunan sebagai ketia
[GEAP
pengelolaan ) .
prioduksi 2 | Menyiapkan: bahan penyusunan 02 0,04 5 | 12 | Rencana 60
perikanan rencang kerja  kegiatan Tehunan
tangkap pengelolaan produksi perikanan
tangkap tabunan sebagai ketua
2 e laksana- L | Melaksanakan penyusunan
kan analisis Jkonsep materi tekmis:
&tatu:lo]da.n a | foram Toordings 08| 004 20 | 3 | Komsep. ET)
sflugm : pengelolaan perikanan materi
tangkap perairan tekdiis.
pedalaman
| B | kongres nagional | 0.8 0.04 20 2 | Konsep 40 |
penangkapan ikan materi
feknis!
5 workshop data log bodk 0,8 0,04 20 2 | Konsep 40
penangkapan ikan materi
e
d., | workshop  data  hasil 0.8 0,04 20 2 | Konsep 40
‘pemantanan di atas kapal materi
perikanarl teknis!
2 | Melaksanakan penyusunan:
lconsep dokumen Rencana
Pengelolasn Perilkanan (RPP);
a. | ekosistem perairan 0,6 0,04 15 | 20 | Konsep 300
pedalaman dokmnen
L EPP |
b. | WPPNEI 04 0,04 10 | 20 | Konsep 200
dokrmen:
RPP
¢, | jems ikan 0.4 0.04 10 | 20 | Konsep 500
dokumen
RFP
3 | Menyusunt konsep  pedoman
teknis!
| a. | penerapan EAFM 1 0.04 25 1 | Konsep 25 |
Pedoman
b. | kriteria alokasi kuota dan 1 0,04 25 L | Konsep 25
carrective qetion policy Pedoman
¢ | subsidi perikanan positif 1 0,04 25 1 | Konsep 25
untuk mendukung ussha Pedomian
perikanan ‘tangkap
berkelanjutan |
d | pemantanan dan evaluasi 0,8 0,04 25 1 | Konsep 25
pengelolaan SDI Pedoman
4| Melaksanakan  kerja  sama T o004 25 | 20 | Konsep 500
pengelolaan SDI dalam forum hasil
pengkajian  kesesnaian antara kajian
msq).usi RFMO: dengan legislasi
1asional
3 | Melaksana: | L| Melakukan kajian dibidang 0.8 0,04 20 | 20 | Laporan 400
kan-analisis pengendalian penangkapan ikan kajian
pemantaat-
an SDI
berkelan-
jutan
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- mey | Swn | e
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N UNSUR UTAMA) | e GIAT . VOLUME:
| (Alkb) &y KEGINTAN (SATU) TAHUN
{Wplk) ) KEGIATAN
. : (Wpv)
2 2 4 5 & | =515 8 9=7%8
4 | Melaksana- | L| Melaksanakan kajian penataan 0.8 0,04 20 | 20 | Laporan 400
‘kan analisis sentra nelayan kajian:
dulkungan penataan
usaha’ sentra
perikanan nelayan
tanglkap
2 | Melaksanakan kajian:
a. | penyusunan rencans indnlk i 0,04 25 | 20 | Laporan 500
pembangunan dan hasil
pengembangan pelabuhan kajian:
perikanan
b potensi  jenis penermaan 1 0.04 25 20 | Laporan 500
‘negara bukan pajale hasil
(PNBF)/pendapsatan aslt kajian
daerah  (PAD) di  unik
pelaksana tekrnis atau unit
pelaksana  teknis deerah
I hidang perikanan tangkap |
¢, | kondisi ekosistem perairan b 0,04 25 | 20 | Laporan 500
pedalaman hasil
kajtan:
d. | kondisi liabitat penting SDI T 0,04 25 | 20 | Laporan 500
di  laut teritorsal  dan hasil
perairan kepulanan kajian
e, | skala  prioritas  lokasi 1 0,04 25 | 20 | Laporan 500 |
pengelolaan SDI di perairan hasil
pedalaman kajian
| .| skala prioritas lokasi 1 0.04 25 | 20 | Laporan 500 |
pengelolaan SDI @i lant hasil
teritorial  dan  perairan Kafian
kepulauan
3 | Menyusim rekomendasi:
a. | persetujuan prinsip 08 0,04 20 | 20 | Rekomen 400
penggunaar lahan dasi
danfatan  bangunan di
pelabuhan perikanan
| b, | skala prioritas 0.8 0.04 20 20 | Rekomeft 400 |
pembangunan atan dasi
pengembangan  pelabuhan
. | perikanan
4 | Melakukan kegiatan analisis;,
a. | produltifitas usaha nelayan 1 0,04 25 | 20 | Laporan 500
analisis
b. | fingkat pendapatan nelayan vl 0,04 25 | 20 | Laporan 500
analigis
4 | Melaksana- L | Melalukan' evaluasi pengelolaan
kan SDI:
Eﬁm’ " a. | penilaian indikator (EAFM) i 0,04 25 | 20 | Laporan 500
penilaian
pelaporan
| b | inisiasi penyusunan kajian 1 0.04 25 | 20 | Laporan 500 |
stok SDI hasil
inisissi
c, | penghitungan alokasi SDI b 0,04 25 | 20 | Laporan 500
di WPPNRI penghitu
ngan
d. | pemyusunari konsep 4 0.04 25 | 20 | Laporan 500
peluang  alokast  usaha
petikanan  tangkap ~ di
WPPNRI
£, | penvusunan vekomendasi 1 0,04 25 | 20 | Rekomen 500
pelnang  alokasi  osaha dasi
penangkapan  ikan pusat
f. | penyusunan produktifitas bl 0,04 25 | 20 | Laporan 500
i kapal perikanan |
g | pelaksanaan pelayanan: 0.8 0,04 20 | 20 | Laporan 400
perizinan usseha perikanan
tangkap
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2 | Melakukan evaluasi pengelolaan:
peldbuban perikanan;
| a. | Pembentukan kelembagaan 08 0.04 20 1 | Laporan 20 |
pelabuhan perikanan
b. | Penetapan Klasifikasi 0.8 0,04 20 I | Laporan 20/
‘pelabiihan perikanan '
c, Penerapan rencana induk 0.8 0,04 20 L | Laporan 20 |
pelabithan perikanan '
nasionial
TWpv 10,755
Jumlalr Formasi P3T 8,60
(XWpv/1.230)
Pembulatan 9 P3T Ahli
Utama
Keterangan:
*) Uraian kegiatan dan besafnya angka lredit  {Akly) urntuk Pengelola Produksi Perikansn Tangkap

Utama/Ahli Utama dismbil dari Lampiran Peératiiran Menteri Peridayagunaan Aparatir Negara dan
Reformasi Birckrasi Nomor & Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
’[‘angkap

Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas keglatan yang
dilaksanakan:

‘ﬁ*)
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Penentuan Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Fengelola Produlksi

Perikanan Tangkap
Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi

Perikanan Tangkap didasarkan atas penghitungan kebuttihan, dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. apabila berdasarkan penghitungan tersebut kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap diperoleh nilai
20,50 (sama dengan atau lebihh dari nol koma lima pulnh), maka
dapat ditetapkan 1 (satu) kebutuhan; dan

2. apabila berdasarkan penghitungan tersebut kebutuhan dJabatan
Fuangsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap diperoleh mnilai
<0,60 (kurang dari nol koma Ilima puluh), maka tidak dapat
ditetapkan kebutithan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi
Perikanan Tangkap.
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BAB 11T
TATA CARA PENGUSULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

A. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
pada Instansi Pusat

1. Menteri Kelantan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina
mengajukan wusul kebutuhan dJabatan Fungsional Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Badan Kepegawaian Negara Dberdasarkan usulan kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dari
Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi
Pembina, memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap kepada Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birckrasi; dan

3. Menteri yang menyelenggarakan urasan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur mnegara dan reformasi  birokrasi
berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap dan pertimbangan teknis dari Kepala
Badan Kepegawaian Negara, menetapkan kebutuhan Jabatan

Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.

B. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
pada Instansi Daerah
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/ Kabupaten/Kota
mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap kepada Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Badan Kepegawalan Negara berdasarkan usulan kebutuhan

Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikaman Tangkap dari
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Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/ Kabupaten/Kota
memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap kepada Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur mnegara dan reformasi birokrasi
berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap dan pertimbangan teknis dari Kepala
Badan Kepegawaian Negara, menetapkan kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
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BAB 1V
PENUTUP

Pedoman perhitungan kebutuhan dJabatan TFungsional Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap ini disusun dan digunakan sebagai acuan bagi
nstansi Pusat dan Instansi Dacrali dalam rangka mienientihi kebuttthan
PNS dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan produksi perikanan
tangkap.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

SUSI PUDJTASTUTI
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